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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang
telah diuraikan di bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut

bahwa:

1.Proses-proses alih fungsi tanah atau pengadaan tanah yang dilaksanakan
di dalam Desa Margodadi Kecamatan Sayegan yang menjadi jalan tol
tersebut sudah sesuai dengan tahapan tahapan yang ada Di dalam
Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah di
atur tahapan tahapan pengadaan tanah yaitu ada 4 tahapan yaitu adalah
perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Hal tersebut
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana di mana adanya
pembentukan tim, sosialisasi kepada masyarakat dan ganti kerugian untuk
objek tanah tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan proses proses
pengadaan tanah yang ada di dalam Undang-undang dan Peratruan

Pemerintah yang berlaku.

2. Hambatan-hambatan yang ada di dalam proses alih fungsi tanah yang
terjadi di Desa Margodadi Kecamatan Sayegan tidak ada hambatan yang
terjadi dalam skala besar di dalam pelaksanaan alih fungsi/ pengadaan

tanah tersebut karena masyarakat di desa margodadi tersebut masih
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bersifat kekeluargaan dan menurut atas perintah Sultan Hamengkubuwono
X dan factor kedua nya dalah nilai ganti kerugiannnya ada di atas harga
pasar maka para masyarakat tidak merasakan adanya kerugian yang
berarti.Hanya ada satu hambatan yang terjadi di utarakan oleh narasumber
adalah tanah kas desa (TKD) Desa Margodadi belum di bayarkan oleh
pemerintah.
B. Saran
1. Saran untuk proses alih fungsi tanah yang terjadi di dalam Desa
margodadi adalah sudah baik karena proses alih fungsi/pengadaan yang
sudah ada sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam
peraturan yang berlaku. Saran yang perlu di garis bawahii adalah
ditingkatakan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah atas
koordinasi saat proses alih fungsi/pengadaan tanah berjalan agar hal yang
ingin di capai lebih maksimal.
2. Saran untuk hambatan yang ada adalah agar pemerintah lebih cepat
melunasi ganti kerugian atas tanah TKD (tanah kas desa) karena hanya

hal tersebut yang ada dan menjadi hambatan.
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